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I{EPUTT]SAN KSI\4IST PEMILII*AI$ T'I{TUIVI

KOTA FAIAIAMAN

NOMOI{ : 8/Kpts/I{FU-Kota/OO3.435152./2SI"3
?EI[TANG

r"}EP $IV.IAN Pffi TAKSANAAT{ SO SIALI SAStr PE}{IILTEIAN UftAUIlA XYALT ${*.rA
D"q.N W/{KIL W,{LIK$"trA PARIAMAI{ TITFIUN' 2*13

KO11,{ISX FEn/ImIHAru UM{J&{ I(C?A pAR.nAS/XA}g

N{enimbang a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2071 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum memberikan tugas dan we\ /enang
kepada Komisi Pemiiihan Umum Kabupater:./Kota
untuk men1rusun dan menetapkan peo.oman teknis
untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
bupati/vralikota berdasa.rkan ketentuan peratr:ran
perundang-undangan;

b. bahwa berciasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) lrui:uf 11

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2071 ten1.arr3;

Penyelenggara PemiLihan Umutl, tugas dan v'evi'enang
KPU Kabupaten/Kota dalam Penyeienggaraarl Pemilu
Bupati/Walikota meliputi melaksanakan sosiaiisarsi
penyslsnggaraan pemilihan bttpati, dan rvaij.kct;r
cle.tnf atam yang berkaitan dengan tr:-gas KIjLi
Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komis.i
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyeienggaraall
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaler

Daerah m.enyatakan bahwa Pedoman Sosiali.sasi
Pemilihan" Umum Kepala Daerah dan \ /aki1 l(epalc-
Daerah ini, merupakan pedoman bagi KPU, KIrLi
Provinsi, dan KPU [abupaten/Kota da].am rangkil
penyelenggaraan sosialisasi PemiLr-r Kepala Deierah da:-i

Wakil Kepala Daerah;

d. bahwa be::dasarkan pertimbangan sebagaimalia
dimaksud c1a1am huruf er, huruf b, dan hurul' c perlu
membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Urnurr:r Kot;'r
Pariamair tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialiszisi
Pemilihan Umum Walikota d.an Wakil WaLil<otir"

Fariaman Tahun 2013;

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1"999 tentang Fers
(Lembaran Irlegara Repr-rbiik indonesia T'ahun \99()
Nomor 166, Tambahan Lernbaran N'egara Republil<
Indonesia l'lomor 3BB7) ;

Mengingat

XiOMIST PEMILIHAN ['MUM
KCITA FARIAMAIq

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman



2 Undang-UnC.ang Nomor 32 Tahun 2OO2 tentang
penyiaian (Lem6aran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA2 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind"onesia Nomor a252);

Undang-Unclang Nomor 32 Taliun 2AO4 tentang
pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara Rei:ublik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah

d.iubah beberapa kali terakhir d'engan Undang-Undang

N;;;, 12 Tahln 2008 tentang perubahan Kedua Atas

Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang
pemerintahan "Daerah (Lembaran Negara Republik

'Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 49afl;

Und.ang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
politik "(LembaLn Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor Z, tamUihan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana t"111 dii-rbah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OLl tentang

Perubahan ata"s Undan!-Und'ang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai pofitifi (Lembiran Negara Repubiik

IndonesiaTahun2ollNomorB,TambalrarrLenrbaran
X.g"." Republik Ind'onesia Nomor 5189)'

Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2008 tentang

Informasi d.an iransaksi Elektronik (Lembaran Negara

n.fuUfif< Indonesia Tahun 2008 Nomor 58' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a$;

Undang:Undang Nomor )+. Tahun 2008 tentang

Keterbukaan 
--?.rformasi publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Ngqgt 61' Tambairan

Lembaran N"g"t" Republik Ind'onesia Nomor 4846);

Und.ang-Und'ang Nomor 12 Tahun 2071 tentang

Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesj'a Tahun 2Ol1'

Nomor 82, Tlmbahan Lembaran Negara Republi<

indonesia Nomor 523$;

Undang-Unclang Nomor 1? Tahun 2O1I te:rtang

Penyelengg^r^ 
"Pemilihan Umr'rm (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2}lt Nomor i-01' Tambahan

Lembara" n"L"t" iepublik Indonesia Nomor 52aQ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentartg

Pemilihan, Pengesahan' Pengangkatan dan

Pemberhentian i<"pif" Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran N;;arI Republik Ind'onesia Tahun 20Ct5

Nomor 22, T"ambahan Lembaran Negara Republi'k

Ind.onesia No"*t ++AOi sebagaimana telah d'iubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan^Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan' Pengangkatan dan

PemberhentianKepaiaDaerahd.anwltill{epaiaDaera,kr
(Lembaran N;g;t; Republik Indonesia Tahun 20(lB

Nomor 92, Tlmbahan Lembaran Negara Repub;ik

Indonesia Nomor aB65);

J

4

5
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;
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14.

15

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahr-rn
2O0B tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Urnum Provinsi dan Kornisi Pernilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubal-l
beberapa kaii terakhir dengan Peraturan l(omisi
Pemilihan Umurn Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan LTmum, Komisi Pemiiihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Kornisi Pemilihan lJmum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Penailihan lJmurn,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten I Kola;

Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 1i Tahun
20 1O tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dari
Wakii Kepaia Daerah;

Keputusan l(omisi Pemilitran Umum Kot.a Pariatnan
Nomor 3lKpts/KPU-Kota-OO3.435I52 2013 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Pariarnan Tahun 20i3;
Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan
Komisi Pemilihan Umum Kota Fariaman tentang
Penyelen ggaraarr Pemilihan Umum Waiikota dan Wakii
Walikota Pariaman Tahun 2ALg Nornor 02 IHUK-
NK/20 13 dan Nomor 70 IKPU-Kota-O03.435 1 52 I 2013;

Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota
Pariaman Dengan Komisi Pemiiihan Umum Kota
Pariaman tentalg Pemberian Hibah Untuk Penunjang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakii
Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor OIiHUK-
PJJ I 2013 dan Nomor 7 I IKPU'Kot"a-
003.4351521tr12013;

Rapat Pleno Komisi Pemiiihan Umum Kota Pariaman
tanggal 28 Februart 2A13.

ME&XUTUSTL{II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMII,IFIAN UMT]M KOTA
PARiAMAN TPNT"AI{G PEDOMAiq trELAKSAI{A-&Tq
SOSIALISAST PEMIT,IT-IAIU UMUfrT Tffi.A.I,TKOTA D.&N'

\MAKIL WALIKOTA PARtr,q.M,{IE TAHUI{ 2013

Memperhatikan:

Menetapkan
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Dalam KepuLusan ini yang d'imaksud dengan:

1. pemiiihan umrrm walikota dan v/ak'. walikota seranjr-rtnSra di.sebut pemilu

Walikota dan Wakil Walikot" 
^"a"iif'- 

Penrilu untuk memilih Waiikota dan

ryakil Walikota Kota Pariamal-r"i^ro la'''gsungl t*Y*'-^bebas' 
rahasia'

jujur, d'an adil dalam Ntg'''l 
-f""ti"1" 

ntp'ffift-lt'1oT""ia berdasarka*

pancasila d.an undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945'

2. Komisi Pemilihan Umum Ko-ta Pariaman selanjutnya d'isebut KPU Kota

ad.alah penyeien ggaraPemilu \[ia1;k;A dan Wakil-Watitcota di Kota Pariaman

. ;l:*.'fr*5il#ji.""^matan, selanjutnya disebut ppK adalah panitia vans

dibentuk oleh Kpu Kota ;*k *.rry"t"rrgg"t"L"" Pemiiu walikota d"an

Wal<il r,varil<oia Ji ti"gtt^t kecamatan'

4, panitia pemungr-rtan suar^,'T"r"":i,nya d"isebut PPS ad"alah panitia )rang

d.ibentukolehKPLIKota,,,,*k*",..y"t",,gg"'"r.",PemiluWaiikoterdan
We.kil Walikota di tingkat kelurahan d'an bersifat sementara'

5. Informasi pemilu walikota.dan wak* warikota adalah inforneasi mengenai

sistem d.an tata cara teknis penyel"rrggr.r*iJ;;i1' Walikota dan Wakii

Waiikota.
6.SosialisasipenyelenggaraanPemiluWilil?odanWakilWalikotaadaiah

proses p",,y^*-paian inlorma.si mengenai ,iit"*, tata cara tekrris, tal].apan,

program, jil.':"J*-r, t.u."ii |"*Iry, "",ia r,u.i-nu: lain yang berkaitan

den gan p enyele n g g1l*11 p 
"*ift-i-w 

alikota dan W akil W alikota'

7. pasarigan 
-cr1or, - 

walikota ;;. wakil w;ik"i" , selaniutnya disebut

Pasangan Ca1on, adalah pu'""g''t' ca191p;;;P;milu Walikota dan wakil

Walikota yang d.iusulkan ;;f;;;t* poiit*< 
''t*'t' 

gabungan Partai Politjk

d an p erse "";E;'an 
g te1ah *: i"*Yl,'^n 

ersvar atan'

B. pemilih adalah warga Negara Ind.onesia v"tig pad'a saat hari pemungutan

sl-lara terah genap rr.r.,Jo i7 (t-ijuh r"?il tahun atau lebrh atau

, m{*iii.X:I;:","" semul !::Y",^'^* 
bentuk rain vang memuat

program, "i*uor"i*bo1, 
atai";;;;" yangberkaitan dengan informasi semu'a

tahapan dan progreLm pemiLihan umum ;;;;;i"tt"'"d'an d'iketahui oleh

masyarakatluas' i-,- ^^#aa^ ^,ihak vans berkepentingan terhadap
10. Stakerrolder Pemilu adalah semua pihak yalg berkeperitingan terhada'

penyelenggaraan pemilu ;;;; metipuii. : penyelenggara pemilu' penga\^''as

perniiu, pemantau p"*iiri,-op.*"rirr,^h, ";;i;i--i}itL' peserta pcmilu'

trganisasi masyarakat dan pemilih'

E.eE I
KPT'ENTUAII UIIEUIVI

Pasai, 1

BAE EI

ASAS PELAKSANAAN SOSI"ALISASI

FasaX.2

PenyelenggaraPemiiuWaiikotadanWakilWalikotaberpedomanpada^Za-:..
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib PenYelenggara;
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f. kepentingan umurn;
g. keterbukaan;
h. proporsional;
i. profesionalitas;
j akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
1. efektivitas.

tsAB III
TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSI.AI,IS.&SI

Pasan.3

Tujuan sosialisasi yai"tu :

a. l\4eningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota d.alam membangun kehiC-'upan
demokrasi di lndonesia;

b. iVleningkatkan pemahaman dan pengetahuan rnasyarakat tentang program,
tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;

c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahllan masyarakat tentang beberapa
hal teknis dalam
menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota ;

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan
serta dalam setiap tahapan
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;

e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak
pilihnya pada Pemilu Waiikota dan Wakil Walikota

Fasal 4

Target capaian sosialisasi yaitu :

a. Tersebar iuasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan
Pemilu Vlalikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat secara.
integral/ terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;

b. Tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan
Pemil.u Walikota dan Wakil Waiikota kepada selumh pemangku
kepentingan;

c. i\,{eningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya
Pemilu Walikota d,an Wakil Walikota dalam membangun kehidupan
demokrasi di Indonesia;

d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program,
tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Waiikota ;

e. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa"
hai teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu.

, H3Xh"#"1#"*;Ily"1ll"hJ.y.,uk^t khususnya pemilih untuk berperan
serta dalam setiap tahapan Pemiiu Walikota dan Wakil Walikota.

g, Meningkatnya partisipasi pemilih dalarn menggunakan hak pilihuya dan
clapat rnenggunakan hak pilihnya dengan benar pada Pemiiu Walikota dan
Wakil Walikota.
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EAE IV

T'EIVIA DAIS MATERI SOSIALISASI

Bagian Kesatu

Tema Sosialisasi

Pasal 5

(1) Tema utama/nasional sosiaiisasi Pemilu Walikota d"an Wakii Walikota
adalah
"Dengan PemiluWalikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, kita
wujudkaru lcedaulatan rakyat d"an tetap mertjaga keutuhan Negara Kesatuant
Republik lrudonesia".

(2) Tema pendukung/lokal d"aiam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
d"isesuaikan dengan kebutuhan, budaya setempat dan clisesuaikan Cengan

tahapan pen}rslsrggaraan Pemilu Walikota dan wakil walikota

Bagian Kedua
Materi Sosialisast

PasaX.6

(1) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih,
n-reliputi antara lain I

a. Mekanisme pemutakhiran dan penlrusunan daftar pemilih;
b. Tahapan dan 3aawai pemutakhiran dan penyusunan daftal pemilih;
q. Peran serta.r,.r-ryurokat dan partai poiitik daiam Femutakhiran Data dan

Penlrusunan Daftar Pemilih.

(2) Materi sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota oan

Wakil Walikota , antara lain:
a. Jadwal pencai.onan Pasangan Calon Walikota dan Wakii Walikota yang

diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
'0. Peisyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;

c. Persyaratan Pengajuan Pasangan calon Walikota dan wakii walikota
dari Partai Poiitiki Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

d. Mekanisme verifikasi Persyaratan Pasangan calon Walikota dan wakil
Walikota yang diajukan oieh Partai Politik/Gabungan Partai Poiitik dan

Perseorangan;
e. penetapr.riPu"r..rgan Calon Walikota dan Wakil Walikota ;

f. Pengund.ian dan Penetapan Nomor urut Pasangan calon walikota dan

Wakii Walikota

(3) Ntateri sosialisasi karnpanye, antara lain :

a. Regulasi kamPanYe;
b. Jadwai kamPanYe;
c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota ;

d., Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakii Walikota '

(4) Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Srtara, antara lain:

a. Tata cara Pemungqtan suara;
b. Tata cara Penghitungan suara;
c. Rekapitulasi 

-hasil penghitunSan suara di KPPS, PPK, KPU Kota

Pariaman;
d.. Pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakii Walikota .

f
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(5) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pengesahan dan
Pengangkatan;
(6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
(7)lzlateri lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggar.ran.

tsAB T\T

KEI,OMPOK SASARAN SOSIA},ISASN

Fasal 7

(1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian
informasi Pemih-r, meliputi :

a. Masyarakat umum (publik);
b. Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
c. Perempuan;
d. Pengemuka pendapat;
e. Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekeda iainnya;
f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
g. TNI/Polri;
h. Partai Politik;
i. Pengawas/ Pemantau Pemilu;
.t. LSM;
k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

{2) Pemiiih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada a3rat (i)
hurr-rf k diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil,
penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit,
pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering
terpinggirkan.

Pasal 8

(1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Pariaman
dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.

(2) Ketentuan tentang .keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan
sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan ]rang berlaku

EAB Vtr

flTETOD]E DAN MEDTA INFOR.MASI SOSIAI,ISASI
Eagian Kesatu' Metode Sosialisasi

Fasal 9

(1) Metode sosialisasi yang d.igunakan meliputi : komunikasi tatap muka,
komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.

(2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi,
seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan untuk pelatih {trainirug oJ'

tr ainer) f f.asilitator, ceramah mallpun simulasi.
(3) Komunikasi melalui media massa d"ilakukan dengan penyampaian informasi

di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, sr-lara

maupun audiovisual.
(4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peraL ser-[a seluruh komporren

masyarakat baik crga.nisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat,
LSN1, kelompok media, pergllruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah
mampun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk j.kut serta
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dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pemilu seperti. gerakan
sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan
seterusnya.

Bagian Kedua
Me dia Informasi Sosialisasi

Fasal L0

(1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi Can informasi Pemilu,
meliputi;
a. Media utarrra: rnedia cetak, surat kabar, majalah., dan media elektronik:

TV, radio, CD rom, slide, website, internet, warnet, call center (above the
line).

b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker,
leaflet, folder, booklet (bellou, the line).

c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalanr bentr-rk
nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan claerair
masing-masing seperti :

1) Ketoprak, lud::uk, wayang kuiit/olk, randai, reog dan seterusnya;
2 Publikasi dalam bahasa daerah;
a
J Posko informasi Pemiiu Walikota dan Wakil Walikota ;

4 Sayembara/ lomba yang berkaitan dengan materi Pemiiu;
5) Dan lain-lain sesuai dengan budaya dan adat setempat.

(2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

(3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPU Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak
seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non
perrrerintah, stasiun TV, radio mai-lpun media cetak.

BAE VII
STRATEGI SOSI"ALISASI

Pasal 1" l"

Strategi sosialisasi, meiiputi :

a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemiiu Walikota dan Wakil
Walikcta ;

b, Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam
bentuk Pusat Informasi Publik (Pubtic Inforrnation Center), Pusat Panggitan.
(Call Center), Situs Web (Website), serta Pusat Media (Media Center);

c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu WaLikota dan
Wakil Walikota;

d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalan:
memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak.
audiovisual dan digital;

e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh I{PU Kota-
Pariaman;

f. Menentr.rkan kelonepok sasaran yang akan didekati serta rnenentr-rkan
metode atau media informasi yang digunakan;

g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan yiang clapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatar:.-
kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Walikota dan Wakil
Walikota;

t
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h Melakukan l<oordinasi secara terus meneru.s dengan Kpu provinsi bagiKPU Kota Pariaman serta dengan stake hold.er pemilu walikota dan wakilWalikota.

Fasal LZ

Strategi peiaksanaan sosia-lisasi Pernilu walikota dan wakil I,\ralikota bersrl-atterpadu, sistematis, dan komprehensif.

BAB IX
KETENTUA}I FENUTUP

Pasal 13

FasaL L4

Keputusan ini mulai beriai<u pada tanggal ditetapkan.

Pedoman Sosialisasi Pemiiu walikota dan wakil walikota ini, merupaka,pedoman bagi Kpu Kota pariaman dalam .u;;il #;^,.;?*"'J^"^ sosialis'siPemi.lu Waiikota dan Wakil Walikota

:

Ditetapkan di pariaman
tanggal 28 Februari 2013

r

r" L I 3.

3,

Ur

o
,T .|

l/ut9

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman


